SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
BELANJA MENGIKAT DAN WAJIB TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dalam hal adanya keterlambatan penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi sebesar
angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran sebelumnya yang diprioritaskan untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

b. bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provnsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 yang
telah disetujui bersama antara Gubernur Jawa Barat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat,
masih dalam proses pengesahan dan penetapan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Belanja Mengikat dan Wajib
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6866);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia TaOhun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
256);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA MENGIKAT
DAN WAJIB TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
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S. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah Provinsi yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

7. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya  disebut
Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas daerah
Pemerintah Daerah Provinsi.

8. Belanja yang Bersifat Mengikat yang selanjutnya disebut
Belanja Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah
daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

9. Belanja yang Bersifat Wajib yang selanjutnya disebut
Belanja Wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan
dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini, menjadi dasar pelaksanaan
pengeluaran Belanja Mengikat dan Belanja Wajib dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi tahun
anggaran 2025 sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Provinsi tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

(1) Pengeluaran Belanja Mengikat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk pemenuhan
kebutuhan:

a. belanja pegawai; dan
b. belanja barang dan/atau jasa.

(2) Pengeluaran Belanja Wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk menjamin
keberlangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat, meliputi:

pendidikan;

kesehatan;

kewajiban kepada pihak ketiga;

kewajiban pembayaran pokok pinjaman;

bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan

kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB II
PENGELUARAN BELANJA MENGIKAT DAN WAJIB

Pasal 4
Belanja Mengikat dan Belanja Wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.
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Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Barat dengan
penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

BEY TRIADI MACHMUDIN
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.
- Pembina Utama Muda
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